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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja 

sama dianggap sebagai kebutuhan penting di banyak lembaga, organisasi, dan 

perusahaan di berbagai sektor karena tahapannya kompleks seperti negosiasi, 

pengaturan hukum, identifikasi risiko, dan penentuan tanggung jawab. Menurut 

Mabhan (2019:50) pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak terbentuk ketika dua 

pihak yang memiliki kepentingan berbeda saling berinteraksi. Perbedaan tersebut 

terjadi negosiasi di antara keduanya sebelum perjanjian final dan sepakat. 

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyusunan 

Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di berbagai 

lembaga maupun berbagai sektor menjadi relevan untuk memastikan efisiensi dan 

kesesuaian dengan kepentingan semua pihak terkait. SOP Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional adalah pedoman untuk tim kemitraan kerja sama 

serta administrasi proses penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan 

perjanjian kerja sama. SOP tersebut memastikan keputusan dan tindakan organisasi 

dilakukan secara efektif, konsisten, dan sesuai standar. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menerapkan SOP 

yang jelas dan terstruktur sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses 

penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama 

berlangsung efisien dan sesuai dengan standar hukum. Oleh karena itu, diharapkan 

dengan adanya SOP ini ada kejelasan, tanggung jawab, dan kualitas dari setiap 

Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama dapat meningkat. 

Pada akhirnya, SOP ini akan menghasilkan hasil yang optimal dan memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang berpartisipasi di Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebuah 

Lembaga Negara Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki peran penting dalam 
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mengimplementasikan program-program keluarga berencana dan kependudukan. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sering kerja sama dengan 

berbagai pihak seperti lembaga swasta, pemerintah daerah atau organisasi non-

pemerintah dalam menjalankan program ini. Kerja sama program keluarga 

berencana dan kependudukan diatur melalui Memorandum of Understanding 

(MoU) dan perjanjian kerja sama sebagai dasar hukum dan kerangka kerja untuk 

menjalankan kerja sama tersebut. Selama periode tahun 2019-2024 BKKBN telah 

melakukan seleksi mitra kerja sama dan menyusun sebanyak 111 Memorandum of 

Understanding (MoU) dan 44 perjanjian kerja sama dengan mitra kerja. Perjajian 

kerja sama yang sudah berjalan sebanyak 42 PKS. Unit Direktorat Advokasi dan 

Hubungan Antar Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

memiliki tanggung jawab dalam penyusunan Memorandum of Understanding 

(MoU) dan perjanjian kerja sama di setiap unit kerja. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat pentingnya Standar 

Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang terstruktur untuk melakukan 

suatu kerja sama. Penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih jelas 

Standar Operasional Prosedur kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional dengan memilih judul “Prosedur Penyusunan Memorandum 

of Understanding dan Perjanjian Kerja Sama pada Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional.” 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dibuat 

ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Proses seleksi mitra kerja sama dalam penyusunan Memorandum of 

Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di lingkungan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

2. Prosedur penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian 

kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 
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3. Hambatan yang dihadapi pada prosedur penyusunan Memorandum of 

Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional. 

 

 

1.3 Tujuan Penulisan 
 

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan proses seleksi mitra kerja sama dalam penyusunan 

Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di 

lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

2. Menjelaskan prosedur penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) 

dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional. 

3. Menjelaskan hambatan yang dihadapi pada penyusunan Memorandum of 

Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional. 

 

 

1.4 Manfaat Penulisan 
 

Manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini bagi pihak-pihak terkait 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penulis diharapkan dapat memahami praktik kegiatan proses administrasi 

dalam lembaga serta membandingkan teori administrasi yang telah dipelajari 

dengan prosedur penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan 

perjanjian kerja sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional. Penulis juga mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai 

administrasi. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penulisan ini menjadi bahan evaluasi untuk lembaga serta manfaat masukan 

berupa saran, ide, gagasan dan tenaga pada Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional agar dapat meningkatkan citra di masa mendatang. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penulisan ini diharapkan menjadi sumber referensi dan informasi kepada 

semua pihak, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi 

pembaca. 

 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 
 

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Penulis melakukan diskusi langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang 

bertanggung jawab pada bidang administrasi kerja kemitraan kerja sama. 

2. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data berupa gambar dari dokumen-dokumen terkait 

prosedur pembuatan Memorandum of Understanding dan kerja perjanjian kerja 

sama pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 
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BAB V 
 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam praktek 

kerja lapangan (PKL) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

prosedur penyusunan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama 

pada Badan BKKBN, maka penulis menarik kesimpulan bahwa: 

a. Proses seleksi mitra kerja sama di BKKBN bertujuan untuk memastikan 

legalitas dan kesesuaian rencana aksi antara BKKBN dengan mitra terpilih. 

Proses ini melibatkan dua langkah utama: calon mitra harus memiliki akta 

pendirian sah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan 

menyusun rencana aksi. Pihak yang terlibat dalam proses seleksi termasuk 

Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga (Ditvoga) yang 

mengurus aspek teknis sedangkan Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 

yang memastikan legalitas dokumen proses seleksi. Kerja sama antara ketiga 

pihak ini memastikan proses berjalan transparan, objektif, dan selaras dengan 

tujuan. 

b. Proses penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian 

kerja sama pada BKKBN dimulai dengan inisiasi atau penerimaan usulan 

kerja sama, yang memerlukan koordinasi antara pengampu dan kepala untuk 

mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas. Tahap ini diikuti 

dengan kajian mendalam terhadap usulan kerja sama oleh unit terkait, 

dilanjutkan dengan persetujuan Kepala BKKBN. Setelah mendapatkan 

persetujuan dari Kepala, unit kerja menyusun draf Memorandum of 

Understanding yang dirinci lebih lanjut melalui diskusi dan finalisasi 

sebelum ditandatangani. Draf perjanjian kerja sama kemudian disusun sesuai 

ruang lingkup Memorandum of Understanding, diikuti dengan finalisasi dan 

persetujuan pimpinan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing 
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pihak. Proses ini juga melibatkan penandatanganan resmi perjanjian kerja 

sama dan penyusunan rencana aksi yang terukur. Evaluasi pelaksanaan 

rencana aksi dilakukan secara kerja sama, diikuti oleh penyusunan, analisis, 

dan penerimaan laporan pelaksanaan dan evaluasi kerjasama. Seluruh 

dokumentasi ini kemudian diarsipkan untuk referensi di masa mendatang. 

c. Hambatan dalam penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan 

perjanjian kerja sama di BKKBN sering terjadi karena beberapa unit kerja 

membuat Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama secara 

langsung tanpa melalui Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga 

(DITVOGA), yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan kerja 

sama. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan potensi masalah dalam 

pelaksanaan perjanjian.  

 

 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh BKKBN dalam prosedur 

penyusunan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Unit Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga (Ditvoga) 

melakukan komunikasi secara personal dengan setiap unit kerja terkait untuk 

menyampaikan pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 

Pendekatan ini dapat membantu menjelaskan secara langsung alasan di balik 

peraturan tersebut dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang 

mungkin ada. 

b. Memberitahukan kepada seluruh unit kerja bahwa terdapat peraturan resmi di 

lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 

mengenai tata cara kerja sama. Hal ini dapat dilakukan melalui surat edaran, 

email resmi, atau pengumuman di laman internal.  

  



 

35 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Arnina. (2016). Langkah-Langkah Efektif Menyusun Sop. Depok. Huta Publisher. 

Burhanuddin & Yustisia. (2018). Pedoman Penyusunan Memorandum of 

Understanding (Mou). Jakarta. Mediapressindo.  

Djulaeka. (2020). Buku Ajar: Perancangan Kontrak. Surabaya. Scopindo Media 

Pustaka.  

Erviana. (2020). A Tahap Negosiasi Dan Memorandum of Understanding (Mou) 

Dalam Penyusunan Kontrak. Acta Comitas, 5(1), 123.  

Freeman, Cook & Hooijberg. (2021). Standard Operating Procedures. Journal Of 

The American Veterinary Medical Association, 258(5), 477–481. 

Hamida & Hermawan. (2023). Pentingnya Perjanjian Kerja Sama Dalam Bisnis 

Yang Memiliki Kekuatan Mengikat Secara Hukum. Marhalado: Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 29–33. 

Mabhan. (2019). Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum of 

Understanding (Mou) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab 

Undang–Undang Hukum Perdata. Meraja Journal, 2(1). 

Makmur, Saputra & Dewi. (2023). Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas 

Memorandum of Understanding (Mou) Sebagai Tahapan Pra Kontrak. Legal 

Journal Of Law, 2(2), 36–45. 

Moertiono. (2019). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam 

Kerja Sama. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, 2(2), 1425–1451. 

Mutiara & Suryono. (2024). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Nota 

Kesepahaman Dalam Pranata Hukum Kontrak Di Indonesia. 1(2), 95–106.  

Rifka. (2017). Step By Step Lancar Membuat Sop. Yogyakarta. Penerbit Nauli 

Media. 

Sopamena. (2021). Kekuatan Hukum Mou Dari Segi Hukum Perjanjian. Batulis 

Civil Law Review, 2(1), 1–15. 

Wahyu & Egarini. (2020). Problematika “Memorandum of Understanding (Mou) 

Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. In Jurnal Kertha Semaya (Vol. 8). 

 Bkkbn.go.id. (2023). “Profil Perusahaan” (Https://Www.Badan Kependudukan 

Dan Keluarga Berencana Nasional.Go.Id/ diakses 20 Juni 2024)  

  



 

36 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 
 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 

Staf Tim Kerja Sama Kemitraan, Unit Direktorat Advokasi dan 

Hubungan Antar Lembaga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana 

Nasional 

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses seleksi dalam penyusunan 

Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama di Badan 

Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional? 

2. Apakah terdapat perbedaan pihak yang terlibat dalam proses seleksi 

Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama di Badan 

Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional? 

3. Bagaimana Langkah-langkah atau prosedur dalam penyusunan 

Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama di Badan 

Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, mulai dari 

perencanaan hingga finalisasi? 

4. Apa saja dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam proses 

penyusunan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama 

di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional? 

5. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penyusunan 

Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama di Badan 

Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dan bagaimana 

mengatasi kendala-kendala tersebut? 
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Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara 

 

 
 

 
    Sumber: Data Primer Diolah, 2024  
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Lampiran 3 Surat Permohonan Kerja Sama BKKBN 

 

 

 
Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 

2024  
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Lampiran 4 Telaah Dokumen Calon Mitra Kerja BKKBN 

 

 
Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024 
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Lampiran 5 Berita Acara Rapat Penyusunan Draf MoU dan PKS 

 

 
          Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024 
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Lampiran 6 Draf Memorandum of Understanding (MoU) 
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Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 

2024 
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Lampiran 7 Draf Perjanjian Kerja Sama 
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Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024 
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Lampiran 8 Penandatangan MoU dan PKS antara BKKBN dengan Mitra 

Kerja 

 

 
 

 
Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024 


